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LEGISLASI

Pembahasan RKUHAP Dikebut Seusai Reses

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah
hampir mersmpungkan penyu-
sunan daftar inventarisasi ma-
salah  Rancangan  Kitah  Un-
dang- Undang Tukum Acara Pi-
dana atan RKUHAR Dokuamen
i akan segera diserahkan ke
DPR dan dibahas setelah mass
reses DPR Deralchir pada 23
Juni 2025 Pemerintah  dan
DPL diingatkar untuk menjun-
jung asas keterbukaan dalam
proses pembahasan.

Menteri Hukum Supratman
Andi - Aglas  menyampaikan,
proses harmanisasi internal pe-
merintah sudah selesai. Proses
finalisasi tinggal menungau pa-
raf dari Menterd [lukum. Ka-
polri, Jaksa Agung, dan Mah-
Kamah Agung (MA).

"Regitu diparaf aleh keempat
institus] itw, kami Lngeung se-
rahkan ke DR, Harapannya,
masa sidang mendatang sudah
hisa mulai dibahas,” ueap Sup-
ratman saab dibubungi dari Ja-
karta, Senin (16/6/2023),

Menurut dia, naskah REL-
HAP vang disusun pemerintah
telab mengakomodasi  kritik
dan pandangan publik. Proses
penvusunan juga disertai sosi-
alisasi skala besar,

“Ind belum peraaby terjadi se-
belumnya,  Dalam sosialisasi
terakhir saja, pesertanya ham
pir 20000 orang, dari kam-
pus-kampus hingga semua pe-
mangku  kepentingan, Semus
kita dengar™ tuturmya.

Heberapa waktu lalu, Ke-
menterian Hukum  mengun-

dang sejumlaby lembaga pene-
gak hukum, termasuk MA, un-
tuk mapat terkait TEUILAR MA
turut - memberikan  sejumlah
miasukan dalam rapal tersebut,

Jurn Bicara MA, Yanto,
menguogkapkan,  lembaganya

mendorong agar peran hakim
pengawas dan pengamat ter-
hadap pelaksamaan eksekusi pi-
dana bisa dihidupkan kembali.

"Selain mengawasi pelaksa-
maan cksekusi pidana, hakim
pengawas juga biss mengawsesi
chsekusi-atas harta vang di
rampas,” ujar Yanto,

MA juga menyvoroti prosedur
penyitaan dan penggeledahan,
Menurut dia, penyitaan dalam
keadaan mendesak bisa dilaku-
kar tanpa izin, tetaph harus se-
gera disahkan dengan persetu-
juan vasg diberikan dalam ba
tas waktu tertentu,

“heami - usulkan batas wak-
tunya ditentukan dalam 2 x 24
Jam,” katanva.

MaSUKan pubik

Tak hanva pemerintah, Ko-
misi [l DPR juga menverap
aspirasi dari herhagai pihak ter-
kait BEULLAF, bahkan sclama
masa reses, Berdasarkan infor-
masi vang diperoleh Rormpas,
Komisi T mengagendakan sesi
penyampaian masuban publik
pada 17-20 Juni 2025,

Pibak-pibak yang akan di-
undang, antara  Jain,  Ketua
Lembaga  Perlindungan  Sakei
dan Korban (LIFSK), Ketua Per-
himpunan Advokat  Indonesia

{Peradi), dan para pakar hu-
kum, geperti Chairul Huda, Mu-
hammad  Rullyadi, Andi Mu-
hammad  Asrun, serta perwa-
kilan Badan Ekeckutif Maha-
siswa dari berbagai fakultas hu-
kum,

Angiinta Komisi 111 PR dari
Fraksi Partai Golkar, Soedeson
Tandra, membenarkan adanya
Jacwal tersebut. La mengatakan,
PR ingin - mendengarkan
pandangan darl semua kalang-
an,

Soedeson menambahkan,
meskipun pembahasan biss di-
mulad pada musa sidang meps
datang, tidak ada jaminan RKLU-
TLAR abian disabkan daloon wak-
tudekat, "Pembicaraan tingkat
pertama s belum dimulad
Kami tentu ingin berhati-hati,
Magvarakat  berpikir  un-
dang-undang itu bisa cepat se-
lesai, tetapi Kamibarus imemns
pertimbangkan  banyak  hal”
ujarnya

Ta menekankan hahwa pem-
bahasan KUIAP  menventub
pringip dasar sistem peradilan
pidana, termasuk piliban antara
asas presumption of mnocence
ataw presurmption of guilty, Ke-
dua asas tersehut masing-ma-
sing mempunyal kelemahan,

"RUHAP yang lama meng-
anut asas praduga tak bersalah.
Karena itu, ada asas legalitas,
dane syarat dua alat bukti di-
tambah kevakinan hakim, Per-
fanyaannya, siapa vang meng-
awasi kebenaran dua alat bukti
it kata Soedeson,

Selain itu. DPR kinl juga
tengah  mengkaji  ketentuan
vang hisa meminimalkan pe-
nyalahgunaan  proses hokom,
Salah satunya dengan merma-
sukkan  ketentuan  kewajiban
merekam pemeriksaan meng-
gunakan kamera,

"Kami memikirkan betul ba-
gaimana agar sistem ini sebaik
mungkin, Kami bukan ahli vang
paling tahu, Karena itu, kami
mat dengar dari semuoa pihal.”
ujar Soedeson,

Keterbukaan akses

Secara terpisah, peneliti Fo-
rum Masyarakat Peduli Parle-
men Indonesia (Formappi), Lu-
cius Kams, mengingatkan bah-
wa keterbukaan terhadap pub-
lik menjadi prasyarat muotlak
dalamy pembabasan RKUILAR
P'ublik harus diberi akses terha-
dap DIM agar dapat memahami
arah perubahan vang diingin-
kan pemerintal dan DPR.

DM itu memuat  usul-
an-usulan. Tidak hanva daci pe-
meerintah, tetapi juga dari frak-
si-Traksi di DPIC Jadi, masvara-
kat berhak tahu dan memberi
masikan.” wjar Lucius.

Ia menegaskan, apabila pem-
Babasan RKUTIAP  dilakukan
secara terbuka, publik bisa di-
libatkan secara bermakna, "Ka.
law publik mau diagak terlibat,
ya, harus diberi akses. Agar ma-
svarakat hiss mengusulkan ru-
msan pasal vang tepat entuk
digkomodasi dalam revisi ini,”
katanya. (BOW/DEA)
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